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ABSTRAK 

Judul dari karya ilmiah ini adalah Kekuatan Hukum Terhadap 

Hibah Wasiat berdasarkan pasal 968 kuh perdata dan Hukum Islam. 

Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini tentang, Bagaimana 

hibah wasiat dalam Pasal 968? dan Bagaimana hibah wasiat dalam 

Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam? 
 

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif 

analisis. Data Primer yaitu KUH- Perdata. Sebagai data sekunder, yaitu 

literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik library research (penelitian 

kepustakaan). 

Kesimpulan yang di dapat berdasarkan Hasil pembahasan yakni 

bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis 

dan kualitasnya adalah diizinkan.Secara konkrit menyatakan bahwa 

seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas 

bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh 

memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau 

tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, dan hibah wasiat terhadap barang 

yang belum jelas ada atau belum ada adalah tidak dibolehkan atau tidak 

sah. dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian 

hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan 

bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam 

perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang 

jelas. Untuk pembentuk undang-undang bahwa apabila hendak 

membentuk undang-undang yang baru tentang hibah wasiat, maka 

hendaknya pendapat para ulama menjadi bahan perbandingan dalam 

rangka menciptakan hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat Indonesia.  

Kata kunci : Hibah, hukum perdata, hukum islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang 

sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode 

sejarah ia sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada 

masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk 

melegitimasi pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat 

terhadap sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk 

diberikan kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab 

dengan pihak yang berwasiat.  

Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang 

amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian sama sekali. 

Dalam masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikan kepada orang 

"asing" yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak 

yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang 

miskin yang amat memerlukan bantuan. 

Datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan 

membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh 

masyarakat waktu itu.Islam dapat menerima perbuatan hukum 

berupa hibah yang sudah lama berjalan itu dengan jalan memberikan 

koreksi dan perbaikan seperlunya, sehingga wasiat tetap menjadi 
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suatu perbuatan hukum yang diperlukan yang dalam 

pelaksanaannya hak kaum kerabat perlu diperhatikan. 

Kata wasiat dalam al-Qur'an disebutkan 9 kali, dan kata lain 

yang seakar, disebut 25 kali. Sejalan dengan itu, para ahli 

memberikan rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang bervariasi. 

Sayuti Thalib merumuskan wasiat sebagai pernyataan kehendak oleh 

seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya 

sesudah dia meninggal kelak. sedangkan menurut ulama mazhab 

Hanafi, wasiat adalah memberikan milik yang disandarkan kepada 

keadaan setelah mati dengan cara sedekah atau derma. Demikian 

pula ulama penganut mazhabMaliki menerangkan, wasiat yaitu suatu 

akad perjanjian yang menimbulkan suatu hak dalam memperoleh 

sepertiga harta orang yang memberikan janji tersebut yang bisa 

berlangsung setelah kematiannya. 

Sedangkan Hibah Menurut hukum perdata merupakan bagian 

dari hukum perikatan (verbintenis) yang diatur di dalam buku ketiga 

Bab kesepuluh BW ( Burgelijk Wetboek ) mulai Pasal 1666 sampai 

dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Menurut Mariam Darus 

Badrulzaman bahwa buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan 

suatu rumusan tentang arti perikatan, namun menurut ilmu 

pengetahuan hukum, dianut rumusan bahwa perikatan adalah 

hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak 
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di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak 

atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.1 

Dengan demikian, hukum perikatan adalah keseluruhan 

aturan-aturan tentang perikatan.Kaitannya  dengan hibah, menurut 

R.M. Suryodiningrat bahwa KUH Perdata tentang hibah  mengoper 

sebagian besar dari ketentuan-ketentuan dari titel (bab) buku III 

Code Civil Perancisdes donations entre vifs et des testament(tentang 

hibah antara orang-orang yang hidup dan tentang wasiat).2 

akan tetapi penempatannya diubah sebagai berikut: hibah 

ditempatkan di antara perjanjian atau persetujuan-persetujuan 

khusus, sedangkan wasiat ditempatkan diantara hukum waris.3 

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang 

kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan 

pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu 

penghibah masih hidup Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi 

hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di 

dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW.4 

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa 

Belanda: schenking, bahasa Inggeris: donation) adalah suatu 

                                                             
1 Darus Mariam,2003.pengertian hibah.PT Raja Grafindo 

Persada.jakarta 
2 Suryodiningrat,2001.arti dari hukum perdata:Yogyakarta, Sinar 

Grafika, 

 
3Antony allot,2001.The Concept of Law:Bandung,Raja Grafindo 

 
4Subekti,2016,Kitab Undang Hukum Perdata:Bandung.PT.Balai 

Pustaka 



 
 
 

4 

 

 
 

perjanjian dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-

cuma dan dengan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, 

menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu . 

 

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan 

perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "om niet"), di 

mana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya 

adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak 

usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.5 

Hibah wasiat termasuk salah satu perbuatan hukum yang 

sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode 

sejarah ia sempat  disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Pada 

masyarakat Romawi, umpamanya, wasiat pernah digunakan untuk 

melegitima pengalihan atau pengurangan hak kaum kerabat terhadap 

sesuatu harta dengan jalan mewasiatkan harta itu untuk diberikan 

kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan 

pihak yang berwasiat.  

Akibatnya, ahli waris mendapat bagian harta warisan yang 

amat kecil, dan bahkan boleh jadi tidak beroleh bagian sama sekali. 

Dalam masyarakat Arab jahiliah, wasiat juga diberikan kepada orang 

"asing" yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak 

                                                             
5Bachtiar,2002.Pengantar ilmu Hukum.Surabaya:Pustaka Pelajar 
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yang berwasiat serta mengesampingkan kaum kerabatnya yang 

miskin yang amat memerlukan bantuan.6 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas 

secara singkat  dan sederhana tentang perbandingan hibah wasiat 

menurut hukum perdata dan hibah wasiat menurut Hukum Islam 

yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, dengan judul Tinjauan 

Hukum Terhadap Hibah Wasiat dalam Hukum Perdata (pasal 968 

Kuhperdata) dan Hukum Islam.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Pasal 968 

KUH Perdata) ? 

2. Bagaimana Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam ? 

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan Perbandingan antara 

Hibah wasiat menurut Hukum Perdata dan Hibah wasiat menurut 

Hukum Islam dengan menguraikan dari mana sumber data diperoleh  

dan tidak menyangkut kemungkinan untuk juga membahas hal – hal 

lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

                                                             
6Helmi Karim,2005.Fiqh Muamalah Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,, hlm. 83 
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Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata pasal 968 KUH Perdata 

dan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan 

sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum 

islam yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa : 

Definisi operasional adalah definisi yang menggambarkan 

hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang 

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan 

teori.Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut 

dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi 

operasionalnya.Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari 

peraturan perundang-undangan. Definisi operasional 

mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna 

variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. 

Sebagai contoh, judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji 

Menurut Undang – Undang NO. 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi 

operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji. 7 

 Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian 

ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan 

dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain. 

                                                             
7Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang. 2018. 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Palembang. Palembang. 
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1. Hibah adalah berarti akad pemberian harta milik seseorang 

kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya 

imbalan.8 

2. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu 

berupa barang, piutang ataupun mamfaat untuk dimiliki oleh 

orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut 

mati. 

3. Pasal 968 kuhperdata berbunyi “Hibah wasiat mengenai barang-

barang  tak tentu dari jenis tertentu, adalah sah entah pewaris 

meninggalkan barang yang demikian atau tidak.  

4. Hibah Wasiat menurut hukum perdata suatu penetapan wasiat 

yang khusus, dengan nama si yang mewariskan (Pewaris) kepada 

seseorang atau lebih, memberikan beberapa barang-barangnya 

dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang-barangnya yang 

bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas 

seluruh atau sebagian harta peninggalannya.  

5. Hibah wasiat dalam hukum Islam adalah suatu pemberian tanpa 

mengharapkan kontraprestasi atau secara Cuma-Cuma dan 

diakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan tidak dapat 

ditarik kembali.9 

 

                                                             
8Ahmad Rofiq.2002,Fiqh Mawaris Jakarta:PT Raja Grafindo.hlm 

183 
9http:www.//seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-

pengertian-perlindungan-hukum..html?m=1, diakses pada tanggal 13 

Oktober 2018, pukul 23.07. 

http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-%09perlindungan-hukum..html?m=1
http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-%09perlindungan-hukum..html?m=1
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E.  Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian 

ini tergolong : 

1) penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan 

perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum 

lainnya  yang bersifat teoritis dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan hibah 

wasiat menurut Hk Perdata (pasal 968 KUH Perdata) dan 

Menurut Hukum Islam.   

2) Penelitian studi perbandingan hukum yaitu metode umum 

dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan 

yang dapat diterapkan dalam bidang hukum dan 

Penelitian ini bersifat membandingkan antara hibah 

wasiat menurut hukum perdata dengan hibah wasiat 

menurut hukum islam dan dijelaskan secara terperinci 

antara perbandingan keduanya.  

2. Jenis data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalahdatasekunder.Data sekunder tersebut 

ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. 
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3. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian 

Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan, yaitu 

melakukan pengkajian terhadap data sekunder.Pemilihan 

kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan 

mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan 

pengarang untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni 

menggambarkan dan menganalisis hibah wasiat dalam hukum 

perdata (pasal 968 KUHPerdata) dan Hukum Islam. 

4. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu 

dikontruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu 

kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu; 

BAB I Pendahuluan 

            Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual (definisi 

operasional), metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini disajikan tentang :  

1) pengertian Hibah Secara Umum. 
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2) Pengertian Hibah Menurut Hukum Perdata.  

3) Syarat-syarat hibah wasiat menurut HkPerdata.  

4) pengertian hibah wasiat menurut hukum Islam serta, 

5) Syarat-syarat hibah wasiat menurut hk Islam.  

 

BAB III Pembahasan 

 Pada bab ini membahas mengenai Perbandingan 

anatara  analisis hibah wasiat menurut hk perdata (pasal 968 kuh 

pedata) dan analisis hibah wasiat menurut hukum Islam.  

BAB IV Penutup  

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
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